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vPengantar Penulis
Buku-buku rujukan berkaitan dengan hubungan industrial
dalam khasanah ilmu manajemen sumber daya manusia yang ber-
orientasi substantif-konseptual dan kontekstual, hingga buku ini dibuat,
masih dipandang kurang. Buku Pedoman Perjanjian Kerja Bersama;
Perjanjian Kerja bersama Antara Pengusaha dan Sarekat Pekerja
dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Mnusia ini ditulis dan
diorganisasikan untuk menambah kepustakaan mengenai ilmu hu-
bungan industrial sehingga dapat menjadi referensi yang meleng-
kapi buku-buku di bidang manajemen sumber daya manusia lainnya.
Substansi pembahasan dalam buku ini meliputi perjanjian kerja
bersama yang merupakan salah satu pilar utama hubungan indus-
trial. Buku ini juga disusun berdasarkan proses penelitian yang data-
datanya diperoleh melalui studi literatur yang relevan. Materi dalam
buku ini lebih bersifat ilmiah (scientific) sehingga dosen, mahasiswa
pascasarjana, dan mahasiswa sarjana dapat menjadikan buku ini
sebagai rujukan atau referensi dalam penelitian yang mereka lakukan.
Meskipun demikian, bukan berarti, pembaca selain dosen dan maha-
siswa tidak dapat memanfaatkan buku ini. Buku ini pun dapat digu-
nakan sebagai bahan pengaya wawasan bagi para pegiat di bidang
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hubungan industrial di lingkungan ketenagakerjaan pada birokrasi
pemerintahan atau pekerja di perusahaan.
Dengan maksud membantu pembaca memudahkan memahami
buku ini, penyusunan buku diawali dari Bagian 1 yang memuat latar
belakang pentingnya pembahasan topik, berikut permasalahan dan
fenomena yang mendasari serta metode penelitian yang digunakan
sebagai bagian pokok dan utuh dari dilakukannya penelitian ini.
Pada Bagian 2 diberikan penjelasan mengenai pentingnya pengha-
yatan atas aspek filosofis dan perspektif perjanjian kerja bersama.
Kedua aspek tersebut memberikan inovasi atas penulisan literatur
mengenai perjanjian kerja bersama meskipun aspek berikutnya,
yakni tinjauan hukum perdata serta disandingkannya perjanjian kerja
bersama dengan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja juga
membahasnya dari sudut pandang yang relatif berbeda. Selanjutnya,
bagian 3 pada intinya menyajikan sudut pandang yang diterapkan
terhadap obyek utama pembahasan, yakni perjanjian kerja bersama;
tidak hanya dari perspektif hukum ketenagakerjaan nasional, namun
juga aspek yuridis ketenagakerjaan internasional. Pada bagian ketiga
ini, pembahasan tidak hanya mencakup analisis atas praktik serikat
pekerja di Indonesia, tetapi juga dikaji dari sisi praktik serikat pekerja
internasional. Setelah upaya mengungkap aspek material-substantif
dari perjanjian kerja bersama, dibutuhkan pengetahuan dan wawasan
tentang  kesesuaian berlakunya perjanjian kerja bersama yang dapat
bervariasi menurut tempatnya. Konteks efektifitas perjanjian kerja
bersama dipengaruhi oleh multifaktor dari daerah (negara) di mana
perjanjian kerja bersama itu berlaku atau hendak diberlakukan,
seperti faktor: politik, sosial, ekonomi, dan bahkan hukum negara yang
bersangkutan. Bisa jadi konteks berlakunya perjanjian kerja bersama
di suatu negara memiliki kemiripan dengan konteks di Indonesia
baik itu pada level perusahaan atau industri.
Hendaknya menjadi suatu keutamaan apabila seseorang mau
dan mampu menyadari keterbatasan yang dimilikinya, termasuk
juga keterbasan yang melekat pada buku ini. Oleh karena itu, penulis
berharap masukan dari berbagai pihak guna perbaikan substansi buku
ini. Meskipun demikian, diharapkan buku ini mampu berfungsi sebagai
acuan bagi pembaca pada umumnya dan peneliti pada khususnya
dalam aktifitas dan studi yang mereka lakukan. Sekaligus penulis
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bermaksud, melalui buku ini, memberikan sedikit sumbangsih bagi
pengembangan manajemen sumber daya manusia dan hubungan
industrial Indonesia.
Ahmad Rizki Sridadi
Surabaya
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Kata Pengantar
Pelaksanaan aktivitas ekonomi tentu saja tidak bisa dilakukan
secara sendiri oleh masing-masing orang. Demikian juga dalam
kegiatan industrial, semuanya harus dilakukan dalam bentuk kerja
sama untuk menimbulkan sinergi dan menghasilkan produk dan atau
jasa yang memunyai nilai atau kemanfaatan bagi para pengguna.
Kerja sama selalu dianjurkan untuk kebaikan. Kerja sama bisa dila-
kukan dengan baik, salah satunya harus didasarkan pada kesepaka-
tan bersama. Agar kesepakatan tersebut tidak mudah berubah, maka
diperlukan adanya suatu perjanjian pada tahap awal.
Buku ini membahas dan mengulas tentang berbagai perjanjian
kerja sama atau kerja bersama, terutama dalam konteks hubungan
industrial. Pembahasan berkaitan dengan perjanjian kerja bersama
dalam berbagai aspek, yakni; aspek filosofis, aspek hukum, aspek
manajemen, dan aspek konseptual. Mengingat kerja bersama meru-
pakan hal yang sangat penting dan tentunya yang harus beker-
jasama dalam konteks hubungan industrial adalah para pelaku
bisnis dan sumber daya manusia yang mendukung, maka diperlu-
kan pemahaman tentang pentingnya perjanjian kerja bersama, agar
tidak terjadi permasalahan yang bisa menghambat berbagai kegiatan
khususnya dalam bidang industri.
xBuku ini juga membahas tentang muatan perjanjian kerja bersama
dari beberapa perspektif, yakni; perspektif hukum ketenagakerjaan
di Indonesia dan perspektif hukum ketenagakerjaan internasional.
Selain itu juga membahas muatan perjanjian kerja bersama menurut
praktik serikat pekerja di Indonesia dan serikat kerja internasional.
Selanjutnya, buku ini juga membahas konteks pelaksanaan perjan-
jian kerja bersama di Indonesia dan kerja bersama antarnegara atau
kerja bersama tingkat internasional.
Secara keseluruhan, pembahasan dalam buku ini sangat baik.
Mudah-mudahan isi buku ini dapat dengan mudah dimengerti dan
dipahami oleh para pembaca, baik yang sedang dalam proses belajar
maupun yang sudah terlibat dalam pekerjaan, khususnya yang ber-
kaitan dengan bidang perindustrian. Dengan demikian, akan ter-
wujud kerja bersama dan tolong-menolong dalam menjalankan peker-
jaan atau aktivitas di bidang industri, sehingga dapat menghasilkan
sesuatu yang sangat bernilai dan bermanfaat.
“Tolong-menolonglah (bekerjasamalah) kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong (bekerja sama) dalam
berbuat dosa dan pelanggaran”
Muslich Anshori
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
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Pengantar Penerbit
Konflik antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha sering-
kali terjadi. Konflik itu terjadi karena ada salah satu pihak yang merasa
dirugikan atau kurang terakomodir haknya. hal tersebut pada dasar-
nya bermuara pada model perjanjian kerja antara pengusaha dengan
pekerja/serikat pekerja. Perjanjian kerja selama ini dinilai lebih meng-
untungkan pihak pengusaha karena penyusunannya dilakukan
sepihak dan sering kali condong pada kepentingan pengusaha. Hal
ini bisa merugikan salah satu pihak yakni pekerja/serikat pekerja.
Penyusunan perjanjian kerja yang sepihak memungkinkan kurang
terakomodirnya kepentingan atau hak-hak dari pekerja. Di sisi lain,
permasalahan juga muncul disebabkan pihak pekerja/serikat pekerja
kurang memahami akan hak-haknya. Kurang memadainya pemaha-
man para pekerja tersebut bisa berakibat pada lemahnya posisi tawar
pekerja/serikat pekerja dalam bernegosiasi dengan pengusaha. Maka,
hadirnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disusun bersama oleh
serikat pekerja dan pengusaha dimaksudkan dapat menyediakan
perlindungan dan jaminan keamanan kerja yang lebih pasti bagi
kedua pihak, pekerja dan pengusaha.
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Namun demikian, meskipun PKB telah dijamin melalui Undang-
undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kualitas isi
PKB masih perlu diuji. Ketimpangan dalam perjanjian bukan hanya
soal kurang memadainya pemahaman pengusaha dan pekerja dalam
menyusun perjanjian kerja bersama melainkan pula kurangnya pe-
mahaman akan pentingnya perjanjian kerja bersama.
Buku ini mencoba mengupas Perjanjian Kerja Bersama, mulai
dari tinjauan filosofis, konseptual, hukum dan manajemen sumber
daya manusia, sampai pada muatan atau isi dari perjanjian kerja ber-
sama. Penjelasan yang diperkaya dengan data-data empiris menjadi-
kan buku ini cukup representatif dalam memberikan gambaran kualitas
perjanjian kerja bersama di perusahaan-perusahaan di Indonesia.
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Prolog
Salah satu permasalahan penting dalam hubungan industrial
(industrial relations,  atau dalam beberapa literatur disebut dengan
employee relations) dan manajemen sumber daya manusia adalah
mengenai hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja atau an-
tara pengusaha dan serikat pekerja. Permasalahan ini tidak hanya
terjadi di Indonesia namun juga di negara-negara lain di dunia, baik
jika dicermati dari aspek konseptual maupun praktikal. Isu hubungan
kerja antara pengusaha dan pekerja/serikat pekerja berpotensi kuat
mengalami penyimpangan. Letak utama penyimpangan umumnya
terdapat dalam hal-hal pokok seperti pekerjaan, upah, sarana dan iklim
kerja yang melingkupinya. Lazimnya, pekerja sebagai pihak yang
posisinya lemah mempunyai daya tawar yang rendah terhadap pengu-
saha. Rendahnya posisi tawar pekerja dapat terjadi selain karena
kebutuhan pekerja atas lapangan kerja di saat kesempatan kerja
menyempit, kohesivitas yang relatif rendah antar pekerja, dan juga
akibat tingkat kekuatan tawar-menawar dan kebijakan manajemen
dalam hal pengelolaan sumber daya manusia yang mewarnai hubungan
kedua pihak.
Pilihan pekerja untuk mengusahakan kepentingannya secara
individual dan menghindar dari upaya mengorganisasikan dirinya
secara kolektif di perusahaan dapat dimanfaatkan manajemen untuk
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memusatkan kewenangannya secara sepihak, tidak hanya pada
perencanaan kebijakan, program, dan strategi organisasi perusa-
haan, namun juga pada eksekusi, dan pengendalian arah gerak peru-
sahaan. Selanjutnya, manajemen dapat menerapkan kebijakan keras
(hard) untuk menekan, tidak mengakui, dan menolak negosiasi (tawar-
menawar kolektif) dengan serikat pekerja (Leat, 2007: 320).
Oleh karena itu, agar penyimpangan dan persoalan kerja ber-
kurang maka hubungan kerja yang ada perlu diperkuat dengan
perjanjian kerja (bersifat individual). Namun jenis perjanjian kerja
tersebut masih menyisakan permasalahan, antara lain karena sifat-
nya yang individual cenderung menciptakan kondisi yang berat
sebelah sehingga relatif menguntungkan manajemen. Selain itu,
perjanjian kerja tersebut dibuat secara sepihak oleh pengusaha yang
memungkinkan isi perjanjian condong berpihak kepada pihak yang
membuatnya sehingga lebih membatasi kepentingan pekerja.
Terkait permasalahan tersebut, hadirnya Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) yang disusun bersama oleh serikat pekerja dan pengusaha
dimaksudkan dapat menyediakan perlindungan dan jaminan ke-
amanan kerja yang lebih pasti bagi kedua pihak, pekerja dan pengu-
saha. Terlebih keberadaan PKB telah dijamin melalui Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terutama jika dalam
perusahaan terdapat serikat pekerja yang menghendaki disusunnya
PKB. Kebersamaan dalam menyusun PKB timbul karena manajemen
menggunakan pandangan collectivism yang mana menurut Purcell
dalam Leat (2007:330) manajemen mendukung serikat pekerja sebagai
organisasi yang merepresentasikan pekerja.
Sementara itu, terkait kualitas PKB menurut kajian yang dilaku-
kan Syamsuddin (2012) menunjukkan bahwa 48% (empat puluh
delapan persen) dari 118 (seratus delapan belas) PKB yang menjadi
sampel memiliki isi yang belum mencerminkan isi dari peraturan-
peraturan yang sepatutnya diatur dalam PKB. Hal tersebut meng-
indikasikan pemahaman anggota serikat pekerja dan kemampuan
mereka dalam penyusunan PKB belum memadai. Selain itu, dari
kajian tersebut ditemukan bahwa PKB yang ada pada dasarnya
masih bersifat formalitas, belum memberikan manfaat bagi pekerja,
dan belum efektif sebagai sarana mewujudkan hubungan indus-
trial yang harmonis. Hal tersebut diperkuat oleh temuan yang sama
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mengenai jumlah PKB yang tidak setara dengan jumlah perusahaan
yang ada di Indonesia.
Dengan kata lain, pemahaman tentang norma dan peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan, persyaratan kerja, dan
hukum perjanjian belum sepenuhnya dipahami oleh pengusaha dan
pekerja, termasuk rendahnya teknis pembuatan PKB. Temuan lain-
nya adalah bahwa dari PKB yang muatannya diambil dari peraturan-
peraturan yang relevan, sebagian besar muatannya mengatur per-
syaratan kerja baru, yang mana hal ini menegaskan adanya keseim-
bangan dalam pelaksanaan perundingan PKB. Selain itu, PKB yang
ada masih bersifat formalitas dan belum berdampak positif bagi pekerja
sehingga belum efektif sebagai sarana penciptaan ketenangan in-
dustrial yang dibuktikan dari tidak sebandingnya PKB dengan jum-
lah perusahaan. Temuan ILO (2011) mencatat dari 208.637 perusa-
haan yang terdaftar di Indonesia, hanya 10.959 yang telah mendaf-
tarkan PKB-nya, yang mana kerapkali PKB ini memberikan keun-
tungan di bawah dari yang diatur dalam regulasi ketenagakerjaan.
sebagai contoh di provinsi Jawa Timur sendiri terdapat kesenjangan
dalam praktik antara realisasi jumlah PKB dan PP dengan poten-
sinya yang dapat diidentifikasi dan diterbitkan oleh pengusaha dan
serikat pekerja sebagaimana tampak pada tabel berikut.
Kondisi Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perusahaan
sebagai Sarana Hubungan Industrial di Jawa Timur Periode
2009-2011
Sumber: Diolah dari Laporan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kepen-
dudukan Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 dan 2010 serta Data Perkembangan
PKB dan PP Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2010 s.d. 2012
Menurut temuan International Labour Organization (ILO) tahun
2012, 91% (sembilan puluh satu persen) tempat kerja yang disurvei
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telah memiliki PKB meskipun 47% (empat puluh tujuh persen) di
antaranya masih merupakan replikasi dengan sedikit hak-hak pe-
kerja yang diatur dalam regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Fe-
nomena ini menunjukkan rendahnya posisi tawar serikat pekerja
dalam negosiasi dengan pengusaha di seluruh Indonesia. Selain itu,
fenomena tersebut juga menuntut agar pekerja meningkatkan ke-
mampuannya dalam bernegosiasi, utamanya dalam upaya pekerja
meraih hak-hak normatif dan keuntungan (benefits) yang dikehen-
daki. Selain itu, temuan tersebut menggambarkan bahwa sebagian
besar pekerja belum memperoleh perlindungan yang memadai seba-
gaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan
melalui PKB sehingga kepentingan-kepentingan dan hak-hak para
pekerja pada perusahaan-perusahaan yang belum memiliki PKB banyak
terletak pada kebijakan dan keputusan pengusaha atau PP/Peratu-
ran Perusahaan (jika ada dalam perusahaan tersebut). Pada giliran-
nya, kelemahan dalam pemahaman dan keterampilan tersebut, serta
persoalan jumlah dan substansi PKB, akan memengaruhi hubungan
kerja pekerja-pengusaha dalam konteks hubungan industrial. Oleh
karenanya, penguasaan terhadap substansi, klausul/muatan PKB,
konteks berlakunya PKB dan aspek-aspek lain yang meliputinya
dipandang mutlak dimiliki.
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Pemaknaan seseorang mengenai sesuatu hal dapat membawa
kepada perbedaan atau persamaan persepsi dan pemahaman. Adanya
kesamaan atas sesuatu hal tersebut, misalnya, paling tidak tergan-
tung pada beberapa hal, yakni: kesamaan cara pandang, kesamaan
obyek yang dipandang, dan pengalaman serta pengetahuan yang
orang tersebut telah punyai sebelumnya. Demikian pula halnya dengan
pemaknaan tentang PKB. Beraneka aspek dapat memengaruhi pema-
haman seseorang mengenai apa yang dimaksud dengan PKB. Penge-
nalan terhadap sejumlah aspek tersebut dapat membuka pemahaman
dan makna yang relatif memadai terhadap PKB. Pembahasan berikut
mengungkap aspek filosofis, hukum, dan konsep tentang PKB. Yang
terakhir, konsep PKB, terutama mengenai definisi PKB, perbedaan
PKB dengan jenis perjanjian kerja lainnya, pihak yang dicakup oleh
PKB, dan pembahasan ringkas tentang proses pembuatannya.
Aspek Filosofis Perjanjian Kerja Bersama
Ulasan aspek filosofis terhadap suatu persoalan tidak dapat dile-
paskan dari pembahasan sudut pandang ontologi, epistemologi, dan
aksiologi. Sisi ontologi dari suatu obyek menawarkan ilmu mengenai
obyek yang akan menjadi materi atau bahan kajian atau dengan kata
lain terdapat suatu permasalahan (problem) terkait suatu obyek.
Bagian Satu
Perjanjian Kerja Bersama: Aspek
Filosofis, Hukum, Manajemen, dan
Konseptual
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Dikaitkan dengan perjanjian kerja bersama (PKB), ontologi mene-
rangkan bahwa PKB adalah obyek, hasil, dan persoalan yang di-
dekati dari kemampuan dan kesadaran manusia (indera manusia)
yang meliputi daya pikir (kognitif), daya rasa (afektif), dan hasrat atau
kemauan (konatif) terhadap sesuatu yang mendasari hubungan kerja.
Epistemologi mencakup ilmu tentang cara berpikir untuk menemukan
jawaban atas suatu persoalan.
Terkait pembahasan ini, epistemologi ditujukan untuk mengkaji
PKB melalui pemikiran dan metode berpikir yakni deduksi dan induksi
yang diupayakan oleh serikat pekerja dan pengusaha sebagai alat
(tool) untuk menyelesaikan persoalan kerja. Sedangkan aksiologi secara
umum berarti ilmu mengenai kegunaan dari pencapaian terhadap
penguasaan ilmu. Mengenai PKB, tinjauan aksiologi menjelaskan
bahwa manusia (dalam hal ini pekerja dan pengusaha) berupaya
memperoleh manfaat, kegunaan, dan hasil secara substansial dan
instrumental dari aktifitasnya menyusun dan melaksanakan PKB
di perusahaan untuk mencapai keharmonisan kerja dan kesejahte-
raan pengusaha, pekerja, anggota keluarga  pekerja, dan anggota
masyarakat lainnya.
Pemahaman Pentingnya Perjanjian Kerja Bersama
Perjanjian Kerja Bersama atau juga dikenal dengan ringkasan
PKB, pada dasarnya merupakan perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua)
pihak, yakni serikat pekerja dengan satu pengusaha atau lebih yang
berlaku dalam 1 (satu) perusahaan. Keberadaannya menjadi penting
karena ia merupakan sarana untuk mempertemukan kepentingan,
pandangan, nilai, dan tujuan yang berbeda untuk kemudian disesuai-
kan dalam 1 (satu) wadah bersama. PKB juga mengatur hal-hal pokok
berupa kondisi kerja dan persyaratan kerja yang terkait dengan ber-
bagai aspek penting kehidupan pekerja dan pengusaha di dalam
dan di luar perusahaan serta kelangsungan hidup perusahaan itu
sendiri, seperti jam kerja, cuti dan libur kerja, dan upah kerja yang
merupakan daya dukung utama kualitas kerja. Terlebih, ia juga mampu
meningkatkan hubungan pekerja-pengusaha, mencegah penyim-
pangan oleh pekerja-pengusaha, dan sampai batas tertentu mengatasi
perselisihan di antara pekerja-pengusaha.
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Selain argumen tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut
dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan) secara implisit memuat
alasan-alasan normatif pentingnya keberadaan PKB di perusahaan
(epistemologi), yang mana PKB:
1. Mendasari hubungan kerja pekerja-pengusaha yang mempunyai
unsur pekerjaan, upah, dan perintah (pasal 1 angka 15);
2. Memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua pihak
(pasal 1 angka 21);
3. Mendudukkan dan menegaskan posisi yang setara antara pekerja
dan pengusaha karena ia merupakan hasil perundingan (pasal
1 angka 21) dan musyawarah (pasal 116) kedua pihak tersebut;
4. Merupakan sarana melaksanakan hubungan industrial (pasal
103 huruf f);
5. Merupakan dasar dan kewajiban bagi serikat pekerja, pekerja,
dan pengusaha untuk melaksanakannya (pasal 126);
6. Merupakan pedoman bagi pembuatan perjanjian kerja (pasal 127).
Dengan memahami nilai esensial hadirnya PKB di perusahaan,
diharapkan kedua pihak baik pekerja dan pengusaha berinisiatif
mewujudkan dan memelihara keberlanjutan pelaksanaan PKB. Di
samping sejumlah argumen urgensi hadirnya PKB, Budiarti (2012)
menguraikan tujuan (aksiologi) diadakannya PKB:
1. Menentukan kondisi-kondisi kerja dan syarat-syarat kerja;
2. Mengatur hubungan antara pengusaha dengan pekerja;
3. Mengatur hubungan antara pengusaha atau organisasi pengu-
saha dengan organisasi pekerja/serikat pekerja
Perjanjian Kerja Bersama:  Perspektif Manajemen Sumber Daya
Manusia
Bagian ini memusatkan pembahasan mengenai pandangan
manajemen sumber daya manusia sebagai disiplin ilmu terhadap
hubungan pihak manajemen terhadap pekerja atau serikat pekerja
berkenaan dengan PKB, proses yang mendasari pembentukan PKB
berikut faktor-faktor yang memengaruhinya. Sebagai awalan, untuk
memahami pembentukan PKB sebagai hasil dari proses hubungan
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Tinjauan terhadap muatan PKB dapat dicermati dari berbagai
sudut pandang, yakni: hukum ketenagakerjaan nasional dan aspek
internasional. Beragamnya sudut pandang tersebut dimaksudkan
untuk memperkaya referensi serikat pekerja dan pengusaha mengenai
materi-materi yang hendak atau tidak diajukan dalam rangkaian
negosiasi melalui model perbandingan dan penyandingan. Cakupan
muatan PKB juga ditentukan oleh isu-isu yang didiskusikan oleh
dan banyak dipengaruhi kekuatan yang berasal dari pihak mana-
jemen dan serikat pekerja maupun pengaruh dari Pemerintah dan
faktor ekonomi (Cordova, 1982: 233). Selain itu, pemaparan dari beragam
aspek ini dapat ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dan
wawasan serikat pekerja dan pengusaha tentang hal-hal yang seha-
rusnya menjadi muatan PKB.
Pada sisi lain, tinjauan ini tidak bermaksud mengungkap kele-
mahan suatu sudut pandang atau aspek tertentu dibandingkan dengan
sudut pandang atau aspek lain utamanya perihal muatan PKB. Hal
ini dikarenakan ragam muatan PKB lebih dipengaruhi oleh faktor-
faktor seperti:
a. Ukuran perusahaan;
b. Jenis industri dari perusahaan tersebut;
Bagian Dua
Muatan Perjanjian Kerja Bersama
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c. Kemampuan dan kemauan serikat pekerja saat negosiasi;
d. Kemampuan dan kemauan pengusaha saat negosiasi;
e. Kebutuhan serikat pekerja;
f. Kebutuhan pengusaha;
g. Regulasi nasional; dan
h. Situasi mikro dan makro ekonomi nasional.
Oleh karena PKB yang menjadi obyek studi ini lebih berorientasi
nasional, maka pemaparan muatan PKB berikut dikaji dari perspektif
konseptual dan tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang normatif
dan pengaturan klausul/muatan PKB dari serikat pekerja di luar
Indonesia (internasional). Menurut sejumlah pakar, materi-materi
pokok yang lazim dimasukkan dalam labor agreement (baca: PKB)
disebutkan dalam tabel berikut:
Materi-Materi Umum dalam PKB
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Kerap kali, suatu peraturan yang diberlakukan kurang efektif
atau lemah dalam hal kemanfaatannya sebagaimana dimaksudkan
dari tujuan disusunnya suatu peraturan. Hal-hal tersebut dapat
terjadi sebagai akibat pelaksanaan suatu peraturan  tanpa melalui
eksperimen penerapan (pilot project) terlebih dulu. Atau dapat pula,
kurang efektifnya suatu penerapan suatu peraturan diakibatkan
oleh rendahnya perhatian terhadap faktor-faktor di daerah atau
lokasi setempat dimana peraturan tersebut berada dan diberlakukan
seperti budaya, pranata sosial, nilai-nilai, dan norma-norma masya-
rakat termasuk. Dengan kata lain, pembuatan dan penerapan suatu
peraturan cenderung abai terhadap aspek kontekstual yang pada
tingkat tertentu sanggup memberi makna terhadap keberadaan dan
keberlakuan suatu peraturan tersebut dalam hal ini PKB. Penguta-
maan konten dengan pengabaian konteks justru dapat membuat
PKB cenderung tidak mewakili aspirasi, suara nurani, dan kepen-
tingan para pekerja dan pengusaha.
Perkembangan isu ketenagakerjaan acap tidak dapat dilepaskan
dengan perubahan dan laju diskursus di luar ketenagakerjaan itu sendiri
seperti hukum, politik, dan ekonomi. Pada saat yang sama perkem-
bangan ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia relatif banyak
dipengaruhi oleh perkembangan situasi hukum, politik, dan ekonomi
Bagian Tiga
Konteks Pelaksanaan Perjanjian
Kerja Bersama
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di luar Indonesia. Perkembangan tersebut mencakup berbagai aspek
ketenagakerjaan, terutama dalam pembahasan ini adalah konsep
hukum pekerja (legal concept of workers) dan timbulnya bentuk-bentuk
baru pekerjaan (new forms of work/employment).
Hukum yang mengatur pekerja dapat berbeda-beda antara satu
negara dengan negara lain karena beberapa hal, yakni: konteks (con-
text) di mana hukum tersebut berlaku, kebijakan-kebijakan (policies)
yang hendak diraih, kontrak pekerjaan (contract of employment) dan
pengabdian (subordination) sebagai kriteria yang menjadi perhatian
(Bercusson, 1996:418). Masih menurutnya, pekerja di bawah hukum
ketenagakerjaan semacam itu merupakan objek perpajakan (object
of taxation), subjek jaminan sosial (subject of social security), mendapat
jaminan regulasi kesehatan dan keselamatan kerja (legislation on health
and safety), anggota dari serikat pekerja (trade union), dan terikat dengan
pemberi kerja dari suatu kontrak jasa (contract of service).
Situasi yang berkembang saat ini tidak hanya membawa kepada
perbedaan konsep hukum tentang pekerja. Situasi tersebut mengarah
pada timbulnya bentuk-bentuk baru tentang pekerjaan. Berbagai bentuk
baru tentang pekerjaan hingga batas tertentu memperoleh tinjauan-
nya, menurut Bercusson (1996:418) dari praktisi hukum (labour lawyer),
ahli hubungan industrial (industrial expert), dan ahli ekonomi (economist).
Ia melanjutkan, dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan,
pusat perhatian tentang bentuk baru pekerjaan terletak pada pekerjaan
yang lazim (typical employment) dan tidak lazim (atypical employment),
yakni antara kontrak pekerjaan yang standar dibandingkan dengan
misalnya pekerja paruh waktu (part time),  pekerja lepas (casual),
pekerja waktu tertentu (fixed term), pekerja mandiri (self-employed
atau independent).
Jumlah Angkatan Kerja Part-Time di UE Tahun 2002
Sumber: Torrington et al., 2005:109
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Berikutnya, dari perspektif hubungan industrial memusat pada
konteks fleksibilitas pasar tenaga kerja (labour market flexibility) dalam
hubungannya secara eksternal dan internal sebagai bagian dari fleksi-
bilitas strategi pemberi kerja (employer). Secara eksternal, strategi yang
digunakan pekerja untuk mengubah jumlah dan tipe hubungan pekerja
dengan perusahaan sebagai fleksibilitas respon terhadap perubahan
kondisi pasar. Sedangkan secara internal, strategi yang sama mengarah
kepada perubahan tugas pekerja dalam memenuhi permintaan pasar.
Literatur ekonomi memandang berbeda dan terpisah dengan
perspektif hukum ketenagakerjaan dan perspektif hubungan indus-
trial mengenai bentuk-bentuk baru pekerjaan. Karenanya, perspektif
ekonomi menilainya sebagai segmentasi pasar tenaga kerja (segmen-
tation of labour market) yang mengkaji pembelahan angkatan kerja
antara: pemberi kerja besar (large employers) dan pemberi kerja kecil
(small employers), pekerja dengan serikat pekerja (unionised) dan
pekerja tanpa serikat pekerja (non-unionised), perusahaan dengan
teknologi maju (advanced) dan perusahaan dengan teknologi rendah
(low), dan sektor dengan upah rendah (low-paying) dan sektor
dengan upah tinggi (high-paying).
Mengenai isu bentuk-bentuk baru pekerjaan terkait dengan
PKB, Bercusson (1996:421-422) mencontohkan negara Skandinavia,
yang mana PKB (collective agreement) selain mencakup jenis pekerja
tetap (typical worker, pekerja berketerampilan rendah) juga mengako-
modasi pekerja paruh waktu (a typical worker, umumnya pekerja dengan
kualifikasi tinggi) sehingga hampir 90% pekerja terikat dengan
serikat pekerja. Bahkan di Denmark, menurutnya serikat pekerja (dan
PKB) pun memasukkan pekerja paruh waktu (umumnya perem-
puan) bersama dengan pekerja tetap karena dengan cara ini serikat pekerja
tetap dapat mengendalikan dan mengatur mereka (pekerja perempuan
paruh waktu dan pekerja laki-laki) daripada mereka berada di bawah
pasar tenaga kerja tanpa kontrol serikat pekerja (non-unionised).
Peran negara pun dapat memengaruhi berjalannya hubungan
industrial ke arah terwujudnya PKB melalui sistem regulasi yang
dirancang. Hall dan Gold dalam Leat (2007:132) mengelompokkan
peran negara dalam membentuk sistem regulasi mengenai hubungan
industrial ke dalam tiga sistem:
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GLOSARIUM
Ahli keselamatan kerja adalah tenaga teknis berkeahlian khusus
dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri
Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-Undang ini.
Aksiologi adalah ilmu mengenai kegunaan dari pencapaian ter-
hadap penguasaan ilmu.
Alat pemadam api ringan adalah perangkat penting yang dibutuh-
kan suatu pihak mengingat kerap terjadi kebakaran yang meng-
hanguskan sebagian atau seluruh bangunan.
Anggota serikat pekerja adalah anggota dari suatu serikat pekerja
yang berstatus sebagai pekerja/buruh di perusahaan yang ber-
sangkutan berhak atas segala hal yang diatur dalam peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Catatan/rekaman penyelesaian adalah prosedur yang disusun
secara sistematik guna menghimpun informasi mengenai pelati-
han, pendidikan, pengalaman, dan pencapaian terkait kompe-
tensi pekerjaan yang penting yang didasarkan pada perilaku
masa lampau untuk menentukan konsistensi perilaku.
Dialog sosial adalah diskusi, konsultasi, negosiasi, dan tindakan
bersama yang melibatkan organisasi-organisasi yang berasal dari
2 pihak baik itu para pengusaha dan para pekerja pada tingkat
industri untuk mempertemukan perbedaan terkait pekerjaan
melalui pertukaran informasi.
Discriminatory term adalah suatu ketentuan yang berkaitan dengan
ras, warna kulit,  jenis kelamin, usia, ketidakmampuan fisik, status
perkawinan, tanggung jawab keluarga atau karir, kehamilan,
agama, orientasi politik, dan asal-usul seseorang.
Epistemologi adalah ilmu tentang cara berpikir untuk menemukan
jawaban atas suatu persoalan.
Evaluasi pelatihan dan pengalaman adalah metode sistematik untuk
mengukur informasi yang bersumber dari pengalaman masa
lampau, pendidikan, dan pelatihan seseorang berdasarkan
analisis pekerjaan (job analysis).
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Free-riders adalah mereka yang bukan anggota serikat pekerja
namun dilindungi dan diatur oleh seluruh klausul PKB sebagai-
mana perlindungan dan pengaturan yang dikenakan kepada
pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja.
Hubungan kerja adalah hubungan mengenai pekerjaan yang ber-
dimensi individual yakni apabila berkaitan dengan perjanjian
perorangan masing-masing pekerja dengan pengusaha, dan ber-
dimensi kolektif menjelaskan hubungan pengusaha dengan serikat
pekerja atau organisasi lain yang berada dalam perusahaan yang
bersangkutan.
Individualisme adalah pandangan yang berlaku dalam suatu orga-
nisasi yang menekankan tingkat kedalaman atau bobot orien-
tasi manajemen terhadap isu-isu terkait individu pekerja.
Istirahat panjang adalah istirahat yang diberikan kepada pekerja/
buruh setelah masa kerja 6 (enam) tahun secara terus-menerus
pada perusahaan yang sama.
Iuran serikat pekerja adalah bentuk kontribusi langsung pekerja
kepada serikat pekerja melalui pemungutan sebagian dari gaji
atau upah secara periodik (misalnya bulanan) oleh pengusaha atas
nama serikat pekerja.
Jaminan hari tua adalah jaminan yang disediakan bagi peserta pem-
bayar iuran dengan tujuan memastikan agar peserta memperoleh
uang tunai (manfaat) saat memasuki masa pensiun, mengalami
cacat total tetap, atau meninggal dunia, termasuk bagi ahli waris
yang sah dari peserta tetap menerima manfaat jaminan hari tua,
yang pembayarannya diberikan kepada peserta setelah masa
kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun.
Jaminan kecelakaan kerja adalah jaminan yang diberikan kepada
seseorang pembayar iuran yang mana jaminan ini menjamin
pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau menjalani sakit
akibat kerja dengan menerima pelayanan kesehatan dan santu-
nan uang tunai, termasuk kepada ahli waris pekerja yang me-
ninggal dunia atau cacat berupa uang tunai, dimana jaminan
kecelakaan kerja ini disediakan oleh fasilitas kesehatan Peme-
rintah atau swasta yang telah memenuhi persyaratan dan beker-
jasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
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Jaminan kematian adalah bagian dari jaminan sosial yang diseleng-
garakan dengan tujuan memberikan santunan kematian yang
dibayarkan kepada ahli waris dari peserta yang meninggal dunia,
yakni peserta pembayar iuran, berupa uang tunai paling lambat
3 (tiga) hari kerja setelah klaim diterima dan disetujui BPJS, yang
mana iuran jaminan kematian ini ditanggung oleh pemberi kerja.
Jaminan pensiun adalah jaminan yang disediakan bagi pekerja pem-
bayar iuran atau ahli warisnya, yang bertujuan mempertahan-
kan derajat kehidupan layak ketika peserta usia pensiun atau
mengalami cacat total tetap, yang dibayarkan berkala setiap bulan
setelah masa iuran mencapai minimal 15 (lima belas) tahun.
Keamanan adalah suatu keadaan dimana karyawan dan fasilitas
organisasi terlindungi.
Keberatan adalah bentuk lain dari keluhan yang disampaikan oleh
seorang atau lebih pekerja kepada atasannya terdekat secara
langsung.
Keluhan adalah bentuk pernyataan ketidakpuasan atau keberatan
yang disampaikan seorang pekerja yang biasanya terkait dengan
pelaksanaan dan pemahaman terhadap suatu hak atau prosedur,
ketentuan, kebiasaan, perjanjian kerja, atau praktik kerja.
Kesehatan adalah suatu keadaan umum dari terjaminnya
kesejahteraan fisik, mental, dan emosional.
Keselamatan adalah jaminan atas kesejahteraan fisik orang-orang.
Kesepakatan kerja bersama adalah kesepakatan hasil perundingan
yang diselenggarakan oleh serikat pekerja atau gabungan serikat
pekerja dengan pengusaha atau gabungan pengusaha yang
memuat syarat-syarat kerja, untuk mengatur dan melindungi
hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Ketentuan prosedural adalah untuk mewujudkan ketenangan in-
dustrial melalui penekanan pada pengaturan perilaku dalam
rangka pelaksanakan tawar-menawar kolektif guna menyelesai-
kan perselisihan dan pelaksanaan PKB itu sendiri.
Ketentuan substantif adalah ketentuan yang ditujukan untuk
mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban (rights and obliga-
tions) dalam bentuk PKB.
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Kinerja adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pekerja
yang mencakup sejumlah elemen kuantitas hasil, kualitas hasil,
ketepatan waktu hasil, kehadiran, dan kemampuan bekerja sama.
Kolektivisme adalah pandangan yang berlaku dalam suatu organisasi
yang menggambarkan derajat atau jangkauan pihak manajemen
melibatkan organisasi pekerja secara bersama sebagai perwakilan.
Konflik kepentingan adalah suatu perselisihan yang terjadi ketika
suatu pihak yang diatur dalam PKB mempunyai kepentingan
yang sama untuk 2 (dua) atau lebih urusan atau hal-hal yang
berbeda dan tidak jarang berlawanan sehingga menimbulkan
pertentangan yang tidak perlu dalam diri pihak tersebut yang
mengakibatkan kerugian secara potensial atau aktual bagi diri
sendiri atau pihak lain.
Labour-Management Council adalah suatu badan sukarela yang
terdiri dari perwakilan para pekerja dan manajemen yang secara
bersama-sama mengadakan pertemuan untuk mengidentifikasi
dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan
kepentingan dan keperluan bersama.
Lembaga kerjasama bipartit adalah forum komunikasi dan konsul-
tasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan indus-
trial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha
dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur
pekerja/buruh.
Lex superiori derogat legi inferiori adalah hukum dengan tingkatan
yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang tingkatannya lebih
rendah.
Management prerogative adalah segala sesuatu terkait urusan,
keputusan, kebijakan perusahaan menjadi domain manajemen.
Management rights adalah seluruh keputusan manajemen menge-
nai lingkungan kerja, termasuk pengawasan pekerja, pengen-
dalian produksi, penetapan prosedur dan ketentuan kerja, mem-
berikan tugas, dan menyediakan sarana dan perlengkapan kerja
Objectionable term adalah suatu ketentuan yang membuka adanya
pertentangan dengan perlindungan umum menurut Undang-
Undang yang berlaku atau adanya pembayaran jasa negosiasi.
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Ontologi adalah ilmu mengenai obyek yang akan menjadi materi atau
bahan kajian atau dengan kata lain terdapat suatu permasalahan.
Pegawai pengawas adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari
Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga
Kerja.
Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Pekerjaan yang dijalankan secara terus-menerus adalah pekerjaan
yang menurut jenis dan sifatnya harus dilaksanakan atau di-
jalankan secara terus-menerus atau dalam keadaan lain berda-
sarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.
Pembayaran adalah bagian dari imbalan (reward) dan mempunyai
banyak arti, yakni: transaksi (imbalan bagi pekerja atas dedikasi,
kompetensi, keterampilan, dan waktu yang telah diberikannya),
simbol status, kelas sosial, dan persepsi pekerja terhadap nilai
dari pekerjaannya.
Pemeriksaan referensi adalah uji yang digunakan untuk mengeva-
luasi kinerja masa lalu seseorang melalui pihak lain yang dekat,
mengetahui, atau pernah bekerja dengannya
Pengakuan adalah situasi dimana pengusaha melakukan tawar-
menawar kolektif dengan perwakilan serikat pekerja, baik berda-
sarkan perjanjian tertulis atau menurut praktik dan kebiasaan,
mengenai beberapa atau seluruh hal-hal berikut: ketentuan dan
persyaratan kerja, atau kondisi fisik dimana pekerja dapat mela-
kukan pekerjaannya, pelaksanaan atau non pelaksanaan, peng-
akhiran atau penundaan kerja atau kewajiban kerja dari satu
atau lebih pekerja, alokasi kerja atau kewajiban kerja diantara para
pekerja atau kelompok kerja, hal-hal terkait disiplin, keanggo-
taan atau bukan keanggotaan dari serikat pekerja, fasilitas bagi
para pengurus serikat pekerja; dan mekanisme negosiasi, konsultasi,
atau prosedur lainnya atas hal-hal yang belum ditentukan, termasuk
pengakuan (asosiasi) pengusaha bagi serikat pekerja yang dinilai
dapat mewakili pekerja dalam negosiasi atau konsultasi.
Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas langsung suatu tempat
kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
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Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;  or-
ang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;  atau
orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada
di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Penilaian adalah salah satu tahapan penting dalam manajemen sum-
ber daya manusia yang dilakukan oleh manajemen sebagai upaya
mengidentifikasi kesesuaian kondisi existing kinerja individu
dengan kondisi yang diharapkan (yang telah ditentukan menu-
rut standar kinerja).
Penilaian personalia adalah tiap metode pengumpulan informasi
mengenai perorangan dengan tujuan pembuatan keputusan
seleksi.
Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis
oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib
perusahaan.
Perjanjian gaya baru adalah perjanjian yang mengandalkan
prosedur tawar-menawar kolektif dan penyelesaian masalah ber-
basis pengakuan dan penerimaan masing-masing hak, guna
menuntaskan isu-isu dalam perjanjian substantif.
Perjanjian greenfields adalah suatu perjanjian perusahaan yang
terkait dengan perusahaan baru milik (para) pengusaha sebelum
para pekerja tersebut dipekerjakan.
Perjanjian kemitraan adalah perjanjian yang mana kedua pihak,
serikat pekerja dan manajemen, sepakat untuk bekerjasama
untuk mewujudkan iklim dan hubungan industrial yang lebih
tenang bagi kemanfaatan kedua pihak.
Perjanjian kerja adalah perjanjian yang disusun oleh pekerja seba-
gai perorangan dan pengusaha mengenai pekerjaan tertentu dan
imbalan yang menjadi obyek perjanjian.
Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil
perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa
serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha,
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atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang
memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara
pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hu-
bungan kerja dalam waktu atau pekerjaan tertentu.
Perjanjian kolektif adalah seluruh perjanjian tertulis mengenai per-
syaratan kerja dan ketentuan pekerjaan yang disusun antara
seorang pengusaha, suatu kelompok pengusaha atau satu atau
lebih organisasi pekerja, di satu sisi, dan satu atau lebih  orga-
nisasi perwakilan pekerja, atau tiadanya organisasi tersebut, per-
wakilan pekerja yang dipilih secara patut dan diberi kewenangan
oleh mereka menurut hukum dan ketentuan nasional.
Perjanjian perburuhan adalah perjanjian tentang syarat-syarat
perburuhan antara serikat buruh dengan majikan atau merupa-
kan perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat atau serikat-
serikat buruh yang telah didaftarkan pada Kementerian Perburu-
han dengan majikan, majikan-majikan, perkumpulan atau per-
kumpulan-perkumpulan majikan yang berbadan hukum, yang
pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat, yang
harus diperhatikan dalam perjanjian kerja.
Perjanjian perusahaan adalah suatu perjanjian yang dibuat pada
tingkat perusahaan oleh (para) pengusaha dan pekerjanya melalui
tawar-menawar kolektif dengan itikad baik.
Perjanjian perusahaan jamak adalah suatu perjanjian yang dibuat
antara dua atau lebih pengusaha (yang keseluruhannya bukan
pengusaha kepentingan tunggal) dan pekerja yang bekerja pada
saat perjanjian dibuat dan yang dicakup oleh perjanjian tersebut.
Perjanjian perusahaan tunggal adalah suatu perjanjian yang dibuat
antara satu atau lebih pengusaha kepentingan tunggal dengan
para pekerja yang bekerja pada saat perjanjian dibuat dan yang
dicakup oleh perjanjian tersebut.
Perjanjian tenaga kerja adalah perjanjian yang dibuat dengan
perwakilan pekerja, yang diatur dalam regulasi waktu kerja (wor-
king time regulation), yang menentukan (secara relatif) bahwa bagi
para pekerja yang tidak dicakup melalui PKB dapat dikenakan
aturan tentang waktu kerja (working time) dengan perwakilan
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pekerja (selain serikat pekerja) yang mana regulasi ini dimak-
sudkan agar perusahaan tanpa serikat pekerja juga memiliki pe-
luang yang sama dengan perusahaan yang berserikat pekerja
dalam hal pengaturan waktu kerja.
Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan
pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat
buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan
kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta
perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam
satu perusahaan.
Pluralis adalah paradigma yang mengakui, menghormati, dan mem-
berikan ruang bagi adanya organisasi lain dalam suatu organi-
sasi sehingga komitmen, tugas, dan aktifitas (para atau sebagian)
pekerja terbagi kepada lebih dari satu organisasi.
Promosi kesehatan adalah suatu dukungan untuk menggerakkan
seluruh pekerja dalam rangka meningkatkan tindakan dan gaya
hidup sehat.
Proses penilaian kinerja adalah proses evaluasi untuk menentukan
seberapa baik pekerja melakukan pekerjaan mereka apabila diban-
dingkan dengan standar, dan selanjutnya hasilnya disampaikan
kepada para pekerja untuk digunakan dalam urusan adminis-
tratif dan urusan pengembangan.
Pusat-pusat penilaian adalah metode penilaian jamak (multiple as-
sessment methods) dan latihan-latihan (exercises) yang didayaguna-
kan untuk menilai berbagai kompetensi yang digunakan untuk
membuat keputusan terkait beragam pekerjaan
Reserved rights adalah klausul yang tidak tertulis dan menurut sifat
dan wewenangnya telah melekat pada manajemen yang me-
wadahi seluruh hak dari manajemen yang tidak ditentukan dalam
perjanjian (PKB) atau dibahas dan disetujui dengan serikat pekerja.
Restricted rights adalah ketentuan-ketentuan dalam PKB yang mem-
batasi area-area yang lazimnya dinilai sebagai hak-hak manajemen.
Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari,
oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar
perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis
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dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta
melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta me-
ningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
Simulasi dan contoh kerja adalah uji dimana seseorang diminta
melakukan aktifitas kerja yang mewakili pekerjaan yang akan
dilakukannya dalam lingkungan kerja yang mirip atau mende-
kati lingkungan tugas aslinya nanti.
Skala upah adalah kisaran nilai nominal upah untuk setiap kelompok
jabatan.
Struktur upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sam-
pai yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai yang terendah.
Teori agensi adalah teori yang menjelaskan bahwa prinsipal, dalam
hal ini pemilik perusahaan atau manajer, melakukan kegiatan
pemantauan dan pengendalian terhadap para staf, dalam hal
ini bertindak sebagai agen, untuk memastikan para agen meme-
nuhi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh para prinsipalnya.
Teori pertukaran adalah teori yang membahas interaksi antara pekerja
dan manajemen yang mana pada saat yang sama terjadi pertu-
karan di antara keduanya berupa: imbalan (rewards), biaya (costs),
keluaran (outcomes), dan tingkat perbandingan (level of comparisons).
Teori proses tenaga kerja adalah teori yang menyatakan bahwa
kinerja (surplus) yang efektif diperoleh dari pengukuran sebagai
bentuk pengendalian, implementasi ilmu manajemen oleh pihak
manajemen, penggunaan teknologi, dan kontribusi tenaga kerja
yang mana pelaksanaan pekerjaan tersebut diselesaikan secara
efisien disertai pemberian imbalan kepada tenaga kerja.
Tunjangan hari raya keagamaan adalah pendapatan pekerja yang
wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarga-
nya menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang atau
bentuk lain.
Uji kecerdasan emosional adalah uji yang meliputi seperangkat
pertanyaan termasuk metode pelaporan diri (self-report method)
untuk menilai jawaban-jawaban yang benar menurut penilaian
ahli (expert scoring) atau berdasarkan kesepakatan banyak orang
(concensus scoring).
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Uji kemampuan kognitif adalah uji yang memuat serangkaian
pertanyaan yang diajukan untuk menilai kemampuan mental
umum dan khusus (general mental ability and specific mental ability),
yakni pemikiran, seperti: penalaran, persepsi, ingatan, kemam-
puan verbal dan numerik, serta penyelesaian masalah.
Uji Penilaian Situasional adalah uji yang dimaksudkan untuk menge-
tahui upaya seseorang (peserta ujian) ketika ia disodori persoalan
kerja atau situasi kritis dari pekerjaan yang ia akan jalani.
Uji biodata adalah pengukuran untuk menilai perilaku dan kejadian
di masa lalu untuk mencermati konsistensi perilaku (behavioral
consistency) yang tercermin dalam atribut kepribadian, sikap,
pengalaman, kepentingan, keterampilan, dan kemampuan seba-
gai prediktor untuk seluruh kinerja dari suatu pekerjaan.
Uji integritas/kejujuran adalah metode yang digunakan untuk
menguji kecenderungan tingkat kejujuran, kehandalan, dan ke-
mampuan untuk dipercaya dari seseorang guna mencegah sese-
orang dari perilaku yang tidak produktif.
Uji kepribadian adalah uji yang ditujukan untuk mengukur moti-
vasi, preferensi, kepentingan, sisi emosional, dan gaya/responnya
saat berinteraksi dengan orang dan situasi.
Uji pengetahuan tentang kerja adalah uji yang mencakup serang-
kaian pertanyaan untuk mengukur keahlian teknis dan profe-
sional seseorang dalam bidang pengetahuan tertentu yang dike-
tahuinya saat uji berlangsung.
Union busting adalah suatu praktik yang mana pengusaha berupaya
menghalang-halangi aktivitas dan fungsi pokok serikat pekerja
di perusahaan.
Union security adalah kemampuan serikat pekerja untuk tumbuh
dan berkembang serta melaksanakan peran dan aktifitas tawar-
menawar kolektifnya tanpa campur tangan manajemen atau
pihak lainnya.
Unitarist adalah pandangan yang berlaku dalam suatu organisasi
yang upaya mencapai tujuannya dengan membagi misi, strategi,
dan kebijakan organisasi bagi para pekerja dan selanjutnya
menghendaki para pekerja mengerahkan komitmen dan kese-
tiaannya hanya terhadap organisasi tersebut (melalui pengusaha).
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Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi
kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan me-
nurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh
dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah
atau akan dilakukan.
Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang  melebihi 7 (tujuh)
jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6
(enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari
dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari
kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat
mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan
Pemerintah.
Wawancara terstruktur adalah uji yang memuat pertanyaan-per-
tanyaan yang terkait pekerjaan berbasis situasional atau perilaku
yang ditentukan menurut kriteria, batasan, dan ketentuan ter-
tentu yang hendak diukur dari seseorang.
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